
DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

 

Ali, Zainuddin, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

Ayuningtyas, Dumilah, 2014, Kebijakan Kesehatan, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

Azwar, Azrul, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Binarupa Aksara, Jakarta. 

 

Direktorat Jenderal P2PL, 2014, Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia, 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta. 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2014, Laporan Monev Juli 2014, Denpasar. 

 

Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2013, Profil Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 

2013, Denpasar. 

 

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, 2014, Laporan HIV/AIDS 2014, Badung. 

 

Fauzan Muhammad 2006, Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian tentang 

Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah), UII Press, Yogyakarta. 

 

Hadjon, Philipus M, dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia 

(Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta. 

Hatta, Moh., 2013, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Liberty, Yogyakarta. 

 

Irianto, Koes, 2014, Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular, Alfabeta, 

Bandung. 

 

Koentjoro, Tjahyono, 2011, Regulasi Kesehatan di Indonesia, Penerbit Andi, 

Yogyakarta. 

 

Lotulung Paulus Effendi, 1986, Beberapa Sistem tentang Kontrol segi hukum 

terhadap Pemerintah, Bhuana Pancakarsa, Jakarta. 

 

Marbun, 2013, Hukum Administrasi Negara II, FH UII Press, Yogyakarta. 

 

Mertokusumo, Sudikno, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta. 

 

---------,2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengatar, Liberty, Yogyakarta. 

 

M. Friedman, Lawrence, 2009, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media, 

Bandung.  

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  DI KABUPATEN
BADUNG
N L P LELY KARNIA D , Rimawati, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 

Murhani Suriansyah, 2008, Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah, 

Laksbang Mediatama, Yogyakarta. 

 

Muchsan, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. 

 

 ---------, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 

Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta. 

 

Moleong, J, Lexy, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung. 

 

M. Victor Situmarang dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat 

Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Rineka Cipta, Jakarta. 

 

Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, FH UII Press, Yogyakarta. 

 

---------, 2009, Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan 

Administrasi, FH UII Press, Yogyakarta. 

 

Rimbi, Noviya, 2014, Buku Cerdik Penyakit-Penyakit Menular, Saufa, Yogyakarta. 

 

Sujamto, 1996, Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Cetakan keempat,  Sinar 

Grafika, Jakarta. 

Sumardjono, Maria SW, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta 

 Suryono, Hassan, 2005, Hukum Tata Usaha Negara, Lembaga Pengembangan 

Pendidikan dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS, Surakarta. 

 

 Soedjito, Irawan, 1983, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah, Bina Aksara, Jakarta. 

 

Soekanto, Soerjono, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan 

Hukum, Ed.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

Swastha, Basu, 1985, Asas-asas Manajemen Modern, Liberty, Yogyakarta. 

 

Zuhro, Siti, Mulyani Lilis dan Fitria 2010, Kisruh Peraturan Daerah, The Habibie 

Center, Yogyakarta. 

 

 

Peraturan Perundangan 

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  DI KABUPATEN
BADUNG
N L P LELY KARNIA D , Rimawati, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063); 

 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

 

 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

 

Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra 

I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui 

Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif. 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra 

I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui 

Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif; 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV 

dan AIDS; 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan 

Pada Jaminan Kesehatan Nasional; 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Surveilans Kesehatan; 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan  

masyarakat; 

 

Peraturan Presiden Nomor 75  Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS 

Nasional 

 

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479/Menkes/SK/VIII/2003 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit 

Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu; 

 

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang 

Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  DI KABUPATEN
BADUNG
N L P LELY KARNIA D , Rimawati, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan 

HIV/AIDS; 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Penanggulangan HIV danAIDS; 

 

Peraturan Bupati Badung Nomor 39 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah 

di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Badung; 

 

Keputusan Bupati Badung Nomor 1136/04/Hk/2009 tentang Pembentukan Komisi 

Penanggulangan AIDS Kabupaten Badung; 

 

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Nomor 

10/Dikes/2015 tentang Penetapan Petugas Layanan Komprehensif IMS dan 

HIV berkesinambungan (LKB) Kabupaten Badung. 

 

 

Jurnal, Makalah, Kamus dan Karya Ilmiah 

Indah Febrianti , “Tinjauan dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan”, Jurnal Hukum Kesehatan, Vol 4 No.6 Tahun 2012, 

Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan 

R.I, Jakarta, 2012  

 

Iwan Kurniawan, 2009, “Peraturan atau Keputusan dalam  pembuatan  Norma 

Standar Prosedur Kriteria (NSPK)”, Jurnal Hukum Kesehatan Vol.2 No. 3, 

Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan 

R.I, Jakarta 

 

Mahdalena, Dewa, “Penanganan Khusus terhadap Narapidana penderita HIV/AIDS 

di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Negara Indonesia”, 

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2011. 

 

Moeliono M, Anton, 1995, Kamus Umum  Bahasa  Indonesia,  Balai Pustaka, 

Jakarta. 

Sa’diah, Namirotun, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebijakan Penanggulangan 

HIV/AIDS melalui Transmisi Seksual (PMTS) dengan menggunakan 

kondom di KPA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, skripsi, Ilmu 

Hukum Islam, Fakultas Sya’riah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. 

 

Setiari, “Pola Kegiatan LSM Peduli AIDS di Provinsi Bali”, Tesis, Program Studi 

Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta, 2002. 

 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  DI KABUPATEN
BADUNG
N L P LELY KARNIA D , Rimawati, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Sumber Internet 

 

Anonimous, Hukum Pidana Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedm an.htm, di 

akses tanggal 23 Oktober 2015 

 

 Ridha, Kemal, 2013, “Sistem Pengawasan di Indonesia”, http://academia.edu, 

2013, diakses tanggal 12 September 2015. 

Turnip, Gama, 2013, “Delapan Tujuan MDGs”, 

http://blogspot.co.id/2013/01/delapan-tuj-mdgs-millenium,2013, diakses 

tanggal 2 Maret 2015. 

 

UPT, Perpustakaan Pasundan, 2009, http: perpusunpas.wordpress.com 

pengawasan, di akses tanggal 18 Desember 2015. 
 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  DI KABUPATEN
BADUNG
N L P LELY KARNIA D , Rimawati, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


